PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Lettu Sobat Bangli No. Telp. (0366) 92124
satpolpp. banglifgmail.com

KEPUTUSAN KEFALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 542 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi dan
tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan
dan untuk mewujudkan penyelenggaraanpelayanan
publik sesuval dengan azas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara
pelayanan  publik wajib  menetapkan standar
pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bangli;

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1l dalam
Wilayvah Daerah-daerah Tingkat | Bali, MNusa

Tenggara Barat dam Nusa Tenggara Timur
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomar 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran MNegara Republik

T S Sl e o el




10.

1L

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2011
NMomor BZ, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Momor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
perubahan kedua Atas pembentukan Peraturan
Perundang-undangan [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 6B01Y);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,

Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 6205]);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisast dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pameng Praja [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Tekniz Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201% Nomor 166);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 201%
tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan
Sarana dan Prasarana Minimal Pembinaan Teknis
Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang  Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan
Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2022
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Momor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten
Bangli Nomor 1



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangli sebagaiamana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

- =

k.

L

PR e e TR

Pelayanan Kepegawaian :

Penanganan PGOT;

Penanganan ODG];

Unjuk Rasa;

Penanganan Event Sosial Budaya dan Keagamaan;
Penertiban Pelajar;

Patroli;

Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan Dagrah

konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah
Permohonan Pengembahian Barang Bukh Pelangparan
Perda/Perkada

Permohonan Penerbitan K TA Penyidik Pegawai Negeri Sipl
Sosialisasi Pensgakan Perda /Perkada

m. Pembinaan Pelanggaran Perda /Perkada

Segala biaya yang timbul sebagai akihat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangli, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Keputusan [ni mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 07 Juni 2024

Pembina Muda (IV/c)
NIP.197012201990031003



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA NOMOR :
242 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLIS]I PAMONG
PRA]A KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN MAGANG/PENELITIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Sektretariat

Jenis Pelayanan : Kepegawaian
A.Komponen service Delivery

NO  KOMPONEN

 Komponen 5P yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan

 (service delivery) meliputi :

1 | Persyaratan
. Sistem,
Mekanismedan
I I Prosedur

|Fengguna Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli,
memyampaikan kelengkapan berkas permohonan ditrujukan ke
Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, sesuai
usulan kepegawaian dalam kewenangan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bangli,

URAIAN

fa) )
| Pengguna f—w| L. ot PolpPp *| Sekretaris
Layvanan
(e}
[¥1 771
. Petugas memberikan layanan memilah

usulan dan berkas untuk dilanjutkan

.

[

() ke BEPSDM danyang diproses di
gﬁﬁﬂgﬂ 4+—-1 Satuan Polisi Pamong Praja
e Kabupaten Bangli
) R s
|
[Keterangan :

Pengguna Layanan Menyampaiakan Usulan Resmi
ditujukan Kepada Satauan Polisi Famong Praja ;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangli mendisposisikan surat permohonan kepada
Sekretaris;

. Sekretaris menugaskan Pejabat/pegawai yang

berkompeten untuk memilah dan memproses
usulan;

Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk menyampaikan
berkas usulan yang disampaikan ke BKPSDM
Pejabat atau pegawal yang ditunjuk menesrima
usulan yvang sudah di proses

Pejabat atau pegawai yang ditujuk menyerahkan
kepada pengguna layanan: dan




NO  KOMPONEN

URAIAN

3 Jangka waktu a. Proses disesuaikan dari usulan dan kelengkapannya; dan
pelayanan b. Jika pengguna layanan datang langsung maka diarahkan
kepada petugas yang memberikan data dan informasi
maksimal 1{satu) jam
I . -
4 Biaya/tarif Tidak ada biaya /tarif

5 Produk Pelayanan

Penanganan
Pengaduan Saran
dan masulan

Berupa 5K dan Konsultast di Sub.Bagtan Umum dan Kepepawatan,

TR oM AR TN

Melalu

i
b,

antara lain:

Kenaikan panghat;

Gaji Berkala;

Usul Pansiun;

satya Lencana Karya Satya,
Fenyesuaian ijazah

Pencantuman Gelar
Karti Pegawal dan
Kartu Tsiri /Rartu Suami

Telepon (0366) 92124
Email: satpolpp bangli@gmail.com

B. HKomponen Munufacturing

'Komponen SP }riu,g_ terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal
organisasi [ manufacturing | meliput:

1 |Dasar hukum

1

2.
3.

Undang-undang Nomor 11 Tabun 1969 Tentang Pensiun
Pegawal Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Fokok
Kepe#gawaian :

lindang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar Tanda
Jasa, Dan Tanda Kehormatan;dan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara.

2 Sarana dan 1. Ruang tamu
Prasarana, 2. Meja dan kursi;
L:lan fatau Fasllitas | 3. Komputer;
4, Printer;
. 5. internet
6. Pesawat telepon
3 Kompetensi 1. 5DM yang memiliki pengetahuan di bidang Program
elaksana Kepegawaian
2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data
kepegawaian bertanggung jawab,serta santun kepada pihak |
vang memerlukan |
4 Pengawasan 1. Survei Atasan Lansung;
Internal 2. Dilakukan pengawasan Internal oleh Inspektorat
3. Dilaksanakan secara Kontinyu dan berkelanjutan




Jumlah Pelaksana

Jaminan
Pelayanan

Maksimal 4 Orang Petugas

Surat Keputusan diberikan secara lengkap terbuka dan dapat
dipertanggung jawabkan

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kine rje 3
Pelaksana

Informasi vang diberikan dijamin keabzahannhyva

Evaluasi penerapan Standar Pelayanan inl dilakukan minimal 1 kali
dalam 1 tabun.

Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan.,

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Juni 2024

Kepala Satuan Polisi P Praja,
-:p h.lﬂ'll._!ifﬂ isi Pamong Praja




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA NOMOR :
S4Z TAHUN 2024
TENTANGSTANDAR PELAYANAN
SATUAN POLIS]I PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PGOT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan masyarakat

Jenis Pelayanan

A. Komponen Service Delivery

: Penanganan PGOT

NO | KOMPONEN

URAIAN

[ service delivery) meliputi:
1. |Persyaratan

HKomponen 5P yang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan

i = ﬁaé_nfa_aa?aF dari mas:.rsl_réikat

Jorganisasai/lembaga/temuan hasil
patroli

2. Surat tupgas/ disposisl Kasatpol. PP

{untuk agenda rutin)

2, ISistem mekanisme dan
prosedur

Temuan Hazil
Patroll fAdamya
Aeluen elark
Masyarakat

Y

Kantor/Pos Satpol PP

!

Adanya Perintah Tugas
dari Atasan /Fimplran

| Laparan diterima di

Laporan
Ditindaklanjot

!

Anppota Patupas
Manuju ke TKP

:

Ohijel diajak ke Kantor
Satpol PP dan Dimintai
Reterangin

|




b,

C,

Keterangan:
a.

. PGOT diajak ke kantor SatpolPP untuk

Menerima pengaduan masyarakat
melalal TRC/Kantor /Telpon;

Laporan diterima oleh sekretariat dan
dilanjutkan ke bidang tibumtranlinmas;
Adanya surat perintah tugas dari
Fimpinan untuk menindakianjuti
laporan tersebut;

dimintai keterangan dan dibuatkan
berita acara;

PGOT diserahlan ke Dinas Sosial.

KOMPONEN

~ URAIAN

Jangka Waktu Pelayanan

4 fam

r..-ui.hmg

Biaya/Tarif

Gratis

e

Produk Pelayanan

GOT diamankan ke rumah singgah
Dinsos

FPenanganan Pang.Td uan,
Saran dan Masukan

B. Komponen Munufacturing

elalui:

a. Telepon (0366) 92124
b, Kunjungan Langsung
¢, Layanan TRC 112

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di lnternal

[ ﬁ_sar Hulkkum

Sarana dan Prasarana,
dan /atau Fasilitas

1;rganisas:l [manufacturing) meliputi:

L.

2,

Undang-undang 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2023
halaman 16 memuat tentanpg Standar |
pelayanan;

Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Ketertiban Umum.

Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
Meja dan kursi;

Komputer;

Printer;

Jaringan internet;

Armada Pengangkut Petugas,

,}{ump;tensi Pelakzana

4

5

Pengawasan Internal

SRR

it

Memiliki pengetahuan di bidang
penanganan PGOT,

Memahami SOP penanganan PGOT,;
Mempu melaksanakan tugas PGOT dengan
haik.

1.
2.

umlah Pelaksana

[

Jaminan Pelayanan

1.
.

10 Orang _[1:Ennas:1|'it Struknural)

Kegiatan Audit oleh Inspektorat;
Survei Atagan Langsung

Kode etik;
Malklumart pelayanan,




| 7 lJaminan Keamanan dan % Temimp.:mn:.;'.;-i dokumen surat ;cugis dan
Keselamatan Pelayanan berita acara;
2. Serah terima PGOT,

"8 [Evaluasi Kinetja 1. E-kinerja:
elaksana 2, Dilakukan Penilaian SKM Minimal 1 Tahun
sekali

Ditetapkan di Bangli
padﬂ EI,E.-EH' 7 ||.1m 2024

NIP. T?'fﬁ‘l ZED 199003 1003



LAMPIRAN 111

KEPUTUSAMN KEPALA SATUAN
POLIS]I PAMONG PRAJA NOMOR :
542 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLIS]I PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PGOT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan masyarakat
Jenis Pelayanan : Penanganan 0DG]|

A. Komponen Service Delivery

NO | KOMPONEN URAIAN

Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
[service delivery) meliputi : ) _

1. Persyaratan 1. Adanya aduan dari masyarakat
Jorganisasaiflembaga/temuan hasil
patroli

2. Surat tupas/ disposisi Kasatpol.PP
(untuk agenda rutin)

| 2. |Sistem mekanisme dan
prosedur

Adanya
pengaduan dari
Masyarakat

!

Laporan diterima di
Hantor/Pos Satpol PP

!

Adaiya Perintah Tugas
dar] Atasan/Plmpinan

j

Laparan
Ditindakianjuti
Anggrota /Petupas
Menuji ke TEP
¥a = Tidak —|
 J b i
Aras Persemujuan Kesepakatan
Pibak Keduarga, QLG Keluarga belum | |
| | di Bawa ke S| T




Keterangan;
a. Menerima pengaduan masyaralkat
melalui TRC /Hantor /Telpon;
Laporan diterima oleh sekretariat dan
dilanjutkan ke bidang tibumtranlinmas;
Adanya surat perintah tugas dari
Pimpinan untuk menindaklanjuti
laporan tersebut;
Anggota menindak Lanjuti ke TKF
e. Anggota berkoordinasi dengan
keeluarga.
f. Sesuai persetujuan kerluarga ODG]
diantarkan ke BS|

b.

.

Saran dan Masukan

NO RKOMPONEN URAIAN

3 |langka Wall:m Pelayanan 4 Jam

| 4 |Biaya,/Tarif Gratis

§  |Produk Pelayanan 0DG) diamankan di RS] Provinsi Bali
6 |Penanganan Pengaduan,

|Melalui :
4. Telepon [0366) 92124
b. Kunjungan Langsung
c. Layanan TRC112

B. Komponen Munufacturing

Dasar Hultum

Komponen 5P yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal
organisasi [moanufocturing) meliputi:

o

1. Undang-undang 25 tahun 20009 Tentang
Pelayanan Publik;

2

halaman 16 memuat tentang Standar

pelayanan;

Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Ketertiban Umum.

Sarana dan Prasarana,
dan /atau Fasilitas

Kompetensi Pelaksana

Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2023

Ruang tamu dengan pendingin ruangan:
Meja dan kursi;

Komputer;

Printer;

Jaringan internet;

Armada Pengangkut Petugas.

B LN B Lad kb

Memiliki pengetahuan di bidang
penanganan ODG];
Memahami SOP penanganan ODG]

o

baik.

Pengawasan Internal

Jumlah Pelaksana

Mempu melaksanakan tugas 0DG] dengan

1. Kegiatan Audit oleh iﬁpeiﬁunt:
2. Survei Atasan Langsung

10 Orang (termasuk Struktural)

Jaminan Pelayanan

larinan Keamanan dan

1. Kode etik;
2. Maklumat pelayanan.

T T T T




B |[Evaluasi Kinerja 1. E-kinerja;
Pelaksana 2. Dilakukan Penilaian SKM Minimal 1 Tahun
sekali

Ditetapkan di Bangli
pada Lqmggal ? Juni 2024

NIP, 1?':151:31] 199003 1 003



LAMPIRAN 1V

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : 542 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRA|]A KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PGOT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

MNama Unit Pelayanan : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan masyarakat

jenis Pelayanan

A. Komponen Service Delivery.

NO

KOMPONEN |

: Penanganan Unjuk Rasa

URAIAN

Komponen 5F yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

[ service delivery) meliputi :
Persyvaratan

1. Adanya informasi adan}r_a rencana

unjuk rasa dari panitia, apparat
keamanan, intelijen Satpolpp dan
Masvarakat

. Adanya Surat Permohonan bantuan

pengamanan dari Kepolisian

. Surat tugas /disposisi

Kasatpol.PP/perintah lisan

Sistem mekanisme dan
prosedur

Curat Fermohonan
Bantuan
Pengamanan /pem
beritahuan dari
Polres

Kantor/Pos Satpol PP

'

| Surat di teruskan ke

| Surat diterima i

Kepala Satpol PP

v
Disposis] dart kasat
kepada zekretarizs /
Kabid
Tthumeranlinmas

.

Surat Perintah Tugas
KasatoolPP

'




Angpota Molaksanaken
Tugas pengamanan
sesual ketentuan vang
barlalo

.

Melaporkan Hasil
Kepada Kasat PolPP

{Reterangan:

&  Kepolisian mengirimkan surat
permohonan bantuan pengamanan

b. Laporan diterima oleh sekretariat dan
disampaikan Ke Kasatpol PFP;

c Kasatpol PP memberi disposisi kepada
Sekretaris atau Kabid . Tibumtranlinmas
untuk memenuhi permohonan bantuan
F-‘EIIEE!"I'I.&I"I.E.H.

d. Sckretariat atau Kepala Bidang
Tibumtranlinmas membuat Dral surat
perintah atau surat tugas

e. Kasatpol.PP menerbitkan surat
perintah tagas atau surat
pengamanan

f. Anggota melaksanakan tugas
penanganan unjuk rasa

g Melaporkan hasil kepada

Kasatpol.PP
NO KOMPONEN ~ URAIAN L
3 |Jangka Waktu Pelayanan {1 hari =
4 Biaya/Tarif Gratis = 4
5 Produok Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
& |Penanganan Pengaduan, Melalul :

Saran dan Masukan

B. Komponen Munufacturing

1 [Dasar Hulkum

2 [Marana dan Prasarana,
dan /atau Fasilitas

a. Telepon (0366) 92124
b. Hunjungan Langsung
c¢. Lavanan TRC 112

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal
organisasi [manufacturing) meliputi:

1. Undang-undang 25 tahun 2009 Tentang |
Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupat Nomor: 16 Tahun 2023

halaman 16 memuat tentang Standar

pelayanan;

Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Ketertiban Umum,

o

Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
Meja dan kursi;

Komputer;

Printer;

Tar-imarerm b ey

i o e




8. Armada Pengangkut Petugas.

Kompetensi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan di bidang
penanganan Unjuk Rasa;

2, Memahami SOP penanganan unjuk rasa;

3. Mempu melaksanakan tugas penanganan
unjuk rasa dengan haik.

iFenga wasan Internal

1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat;
2. Survei Atasan Langsung

Jumlah Pelaksana

| regu per 14 orang

Jaminan Pelayanan

1. Kode etil;
2. Maklumat pelayanan.

rluminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Tersimpannya dokumen surst tugas
2. Kamera,

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. E-kinerja;
3. Dilakukan Penilaian SKEM Minimal 1 Tahun
sekali

Ditetapkan di Bangli
pada ta]'l.gga] 7 Juni 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

NP 19701220 199603 1,003




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLIS| PAMONG PRAJA
NOMOR : 542 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PGOT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindongan

Masyarakat

Jenis Pelayanan

A. Komponen Service Delivery.

: Penanganan Event Sosial Budaya dan Keagamaan

NO | KOMPONEN

URAIAN

1. |Persyaratan

i

2.

Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

Surat Permohonan dari panitia
penyelenggara

Surat tugas /disposisi
Kasatpol.PP/perintah lisan

7. |Sistem mekanisme dan
prosedur

Surat Permohanan
dari Panita
Menyelenggara

:

aurat diberima di
Sokretarian Kangor
satpaol PP

!

| Surat Didespossi aleh |

Kepala Satpol PP

.

Dz posist
Ditindaklanjuti aleh
Sekretarls/Kepala
Bidang

:

Adanya Surat Perintah |

Tugas dari
Alsgan/ Pimpinan

I

Anpgota Melaksinakan

Tugas Pengamanan
Event Sosial Budaya

dan Keagamaan




Melaporkan hasil

kegiatan kepada
Pimpinan

Saran dan Masukan

Keterangan:
| & Surat permohonan dari panitia
penyelenggara
b. Admin menerima surak dan
menyampaikan kepada
Kasatpol.PPLaperan diterima oleh
sekretariat dan disampaikan Ke
Kasatpol.PF;
c. Kasatpol PF member| disposisi kepada
Sekrataris atau Kabid. Tibumtranlinmas
untuk memenuhi permehonan bantuan
pengamanan,
d. Sekretariat atau Kepala Bidang
| Tibumtranlinmas membuat Draf surat
perintah atau surat tugas
e. Kasatpol.PP menerbitkan surat
perintah tugas atau surat
pengamanan
f. Anggota melaksanakan tugas
Pengamanan event sosial budaya
dan keagamaan
. & Melaporkan hasil kegiatan kepada
Kasatpol.PP
NO | KOMPONEN URAIAN
3 [Jangka Waktu Pelayanan  |[Awal s.d. akhir kegiatan eventsosial
ibudaya dan keagamaan
4 |Biaya/Tarif \Gratis b _
5 |Produk Pelayanan Penanganan Sosial Budaya dan
B [ === Keagamaan
& |Penanganan Pengaduan, Melalui

1. Telepon (0366) 92124

2. Kunjungan Langsung
3. Layanan TRC112

E. Komponen Munufacturing

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal
organisasi (manufacturing) meliputi:

1 |Dasar Hukum

2 [Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

1.

2.

a

Undang-undang 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2023
halaman 16 memual tentang Standar
pelayanan;

Perda Nomor 10 Tabun 2018 tentang
Ketertiban Umum.

S B

Ruang tamu dengan pendingin ruangamn,
Meja dan kursi;

Komputer;

Printer:



Armada Pengangkut Petugas.

Kompetensi Pelaksana

Memiliki pengetahuan di bidang
penanganan event

Memahami SOP penanganan event;
Mempu melaksanakan tugas pengamanan
dengan baik.

Pengawasan Internal

. Survel Atasan Langsung

Kegiatan Audicoleh Inspektorat;

umlah Pelaksana

1 regu per 14 orang

Jaminan Pelayanan

Kode etik;
Maklumat pelayanan.

rlaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Tersimpannya dokumen sarat tugas
Kamera.

Ewvaluasi Kinerja
[Pelaksana

E-kinerja;
Dilakukan Penilaian SKM Minimal 1 Tahun

sekali
|

Ditetapkan di Bangli
padatan;gga.l 7 Juni 2024
alaSatgan Polisi Pamong Praja,




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PGOT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUFATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan

Masyarakat

Jenis Pelayanan : Penertiban Pelajar

A. Komponen Service Delivery.

NO | KOMPONEN

( service delivery) meliputi :

URAIAN

Komponen 5P yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

1. |Persyaratan

2. |Sistern mekanisme dan
prosedur

Surat tugas melaksanakan kegi'ﬁ_fan
penertiban pelajar

Koordinas) Kabid,
Tibumiranlinmas=

dengan
Kasatpol. PP

L

Kabid Tibumtranlimas

memerintahkan admin

untuk membaat surat
ugas

Terbitiya Surat
Perintah tugas dari
Kasatpalnp

Ferintah Tigas
dilaksanakan oleh
Anggota

.

Pendataann Siswa

Pemanggilan ortu dan
pihak seknlah

:

Pembinaan

k.

I Pengembalian




r @

Melaporkan hasil
kegiatan kepada
Pimpinan

Feterangan:

Kepala Bidang Tibumtranlinmas
melakukan komunikasi dengan
Kasatpol.PP terkait rencana penertiban
Pelajar

Eepala Bidang Tibum Tranimas
memerintahlzan Admin untuk membuat
surat tugas

Terbitnya Surat Perintah Tugas dari
Kasatpol, PP,

Ferintah Tugas dilaksanakan oleh
anggota Satpolpp dengan menyasar
tempat tongkrongan anak-anak
sekolah, mengamankan siswa-siswi
yvang membolos pada jam selcolah.
Mendata Siswa-siswi vang berhasil
diamankan.

Pemanggilan Pihak sekolah dan
orang

Pembinaan bagi siswa yang
membolos

Mengembalikan Siswa ke Pihak
Sekolah dan Orang Tua
Melaporkan hasil keglatan kepada
Kasatpol.PP

KOMPONEN

=
=

URAIAN

Jangka Waktu Pelayanan

120 menit

Blaya/Tarif

Gratis

|Produk Pelayanan

Pembinaan Pelajar

L o] U

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan 1.

Melalui ;
Telepon (0366) 92124
2. Kunjungan Langsung

3. Layanan TRC112

B. Kemponen Munufacturing

‘organisasi [manufacturing) meliputi:

1 |Dasar Hukum 1 %

2

Lfm:lang-undang 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publil;

Peraturan Bupatd Nomor: 16 Tahun 2023
halaman 16 memuat tentang Standar
pelayanan;

Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Ketertiban Umum.

| Z [sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

LR

Ruang tEmu dengan pendingin ruangan,
Meja dan kursi;

Komputer;

Printer;

Jaringan internet;

B aia b o




e

Hnmpeten si Pelaksana 1. Memiliki pengetahuan di bidang
penanganan penertiban ;

2. Memahami SOP penanganan penercban;

3. Mempu melaksanakan tugas penertiban
dengan baik.

Pengawasan Internal 1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat;
2, Survel Alasan Langsung

Jumlah Pelaksana 1 regu per 14 orang

Jaminan Pelayanan 1. Kodeetik;
2, Maklumat pelayanan.

rlaminan Keamanan dan 1. Tersimpannya dokumen surat tugas

Keselamatan Pelayanan 2 Kamera.

Evaluazi Kinerja 1. E-kinerja;

Pelaksana 2, Dilakukan Penilaian SKM Minimal 1 Tahun
sekali

Ditetapkan di Bangli
pad.a tanggai T ]unl Eﬂzf}

RN Muda {lwf,]
NIP, 19701220 199003 1 003




LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN FOLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PGOT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Mama Unit Pelayanan : Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat

Jenis Pelayanan : Patroli
A. Komponen Service Delivery.

KOMPONEN

URAIAN

NO
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
| service delivery) meliputi :

Persyaratan

Sistem mekanisme dan
prosedur

Surat tugas /disposisi Kasatpol.PP

(agenda rutin]

Surat Perintah
Tugas dari
Fimpinan

Staf melakukan Survei
adanya Gangguan
Trantibum

;

Anpgota melakukan
Patroll Kotadl 5
Eocamatan

!

Melaporkan Hasil
Patroli kepada
Pimpinan

Keterangan:
pimpinan/disposisi

masyarakat;

rencana kegiatan patroli;

kpcamatan:

dan/menindakianjuti aduan darl
b, Staf melakukan survel adanya

gangguan trantibum, pelanggaran
Perda dan Perkada dan membuat

¢. Angpota melakukan patroll kota did

a. Adanya surat perintah penugasan dari




Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

2.

|3.

' NO KOMPONEN URAIAN

|3 __langhka Waktn Pelayanan 120 menly e
4 |Biaya/Tarif Gratis

5 |Produk I-“_e]a].ranan Patroli
6

elalui :
1. Telepon (0366) 92124

Kunjungan Langsung
Layanan TRC 112

B. Komponen Munufacturing

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal
organisasi (manufacturing) melipuati:

Dasar Hukum

1.

.

Undang-undang 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2023
halaman 16 memuat tentang Standar
pelayvanan;

Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Keterttban Umum.

Sarana dan Prasarana,
dan /atau Fasilitas

R

Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
Meja dan kursi;

Komputer;

Printer;

Jaringan internet;

Kamera

Armada Penganghut Petugas.

3 Il(n:m petensi Pelaksana

4

o g

Memahami Peraturan Perundang-
undangan;

Memahami SOP Patroli;

Mempu melaksanakan tugas Patroli,
Mampu berkomunikasi, berkeordinasi yang
baik dengan masyarakat/pelanggar
gangguan trantibum |

Pengawasan Internal

1.
2,

Kegiatan Auditoleh Enspekturﬁt.
Survel Atasan Langsung

. Jumlah Pelaksana 1 regu per 14 orang
, llaminan Pelayanan 1. Kodeetik;
2. Maklumat pelayanan.
aminan Keamanan dan 1. Tersimpannya dokumen surat tugas
|‘P€EREIamatan_l_’gla yanan Z. Kamera.
Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. E-Kinerja;
2. Dilakukan Penilaian SKM Minimal 1 Tahun

sekali

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Juni 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

RN (R sl mg T TN |



LAMPIRAN V11

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLIS]I PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN
FPERATURAN PERUDANG-UNDANGAN DAERAH

MNama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah
Jenis Layanan : Layanan Penanganan aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-

andangan Daerah

A. Komponen Serviee Delivery

NO | KOMPONEN | TRAIAN _
kRomponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service
defivery) meliputi : .

| 1. | Persyaratan [ |, KTPndentitas lainnva warga'Masyarakat

2. Form aduan vang sudah dusi dilampani
I ~ dengan dokumentasi {dinnei permedia) i
2. | Sistim mekunisme dan prosedur

Masyaralat/Aparatur
Pemerintah datang ko
Kantor Pal PP

|

Masyarakar Mengisi
‘ builsu tarme

l

Petugas menarima dan
memeriksa berkas

Petugas mengarahkan
Masyarakat kepada
Pejabat Yang ditunjuk

:

[ Pejabat vang ditunjuk

l konfirmasi perihal

aduan dan bulti
pendukungnya

:

Aduan Pelanggaran
diterima Masyarakat
U gEu
perkembangan
penyeesaiannya




Iizteréngaﬂ:

a)

b)

¢l
dj

€}

Warga/masyvarakal wvang ingin  mengadu
datang ke Kantor Satpol PP mendemui
Admimistrator informasi Bidang Penegakan
Perundang-undangan Daergh
Warpa/masvamkat yang datang untok
mengadukan  pelanggaran  Perda/Perkada
mengis buku tamu;

Petugas informas menenma dan memeriksa
berkas persvaratan

Petupas miormasi mengarahkan
warga/masyarakat vang ingin mengadukan
pelanggaran PerdaPerkada kepada pejabat
vany ditunjuk

Pgjabat yang ditunjuk mengonfinmasi perihal
adugn dan meminta bukti-bukti pendukung |

untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi
pemecahan masalahnya

Setelah  dienmanya aduan pelanggaran
PerdaPerkada, wargn/masvarakat menunggu |
perkembangan permasalaban dan |
penyelesalannya

NO KOMPONEN URAIAN
3 Jangka Walktu pelayanan 2 Hari
| 4. | Biaya/ Tarif = Ciratis
5. | Produk Pelayanan Layanan penanganan pengaduan
6. | Pepanganan pengaduan sarn dan Melalui :
| masukan 2) Telepon, (0366) 92124 .
b} TRC 112 Kabupaten Bangli
¢) Kunjungan Langsung
B Komponen Munufacturing

Kom ponen SP vang terkait dengan proses pengelohan pelayanan di internal
_organisasi {manufactouring) mebiputi :

Dasar Hukum

2.

Undang-undang WNomor 8 Tahun 2018
Tentang KUHAP

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Wo. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Mo, 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negen Republik
Indonesia MNo. 16 Tahun 2023 Tentang
Standar Operasional Prosedur Satwan Polisi |
Pamong Praja dan Kode Ftik Polisi Pamong
Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Mo, 26

Tahun 2020 Temang Penyelenggaraan
Fetenteraman  Ketertiban . Umum  dan

Pelindungan Masyarakat

b

Kompetisi pelaksanaan

Memiliki pengetshuan di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- undangan Daerah
Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi

N IRPLIT O A T LF




Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan internal Kegatan audit olch inspekioral

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas Komputer
Printer
Telepone

Atk

Jarmgan Internet
Alman/rak arsip
Ruang Pelavanan
Fuang Tunggu
Ruang Arsip

Il'II Tolet

11, Area Parkr

ot Pk R ot e o

Jumiah pelaksana 17 Orang ( Termasuk Struktural)

Jaminan Pelayanan Kode Etk ' '
Mak lumat Pelavanan

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Tersimpannys dokumen di database
Backup data secara berkala | bulan sekali
Pengolahan parkir yang baik

Evaluasi kinerja pelaksana E- kinerja
Dilakukan peniiman SKM mimmal | tahun

sekall

M =l 1 =l —

| — —

Ditetapkan di Bangli
pada tangga.l 7T Juni EﬂE#

NIP. ‘I'il'?ﬂlEEﬂ ‘]'?':.Iﬂl'.i'% 1003



LAMPIRAN 1 X

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024
TENTANGSTANDAR PELAYANAN
SATUAN POLIS]I PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGL]I

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN
PERATURAN PERUDANG-UNDANAGAN DAERAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Pervdang-undangan Daerah
Jenis Lavanan : Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah

A. Komponen Serviee Delivery

| NO | KOMPONEN | URAIAN
Komponen SP vang terkait dengan proses penvampaian pelayanan (service
delivery) meliputi :

| 1. | Persyaratan | 1. Kartu identitas din (KTPYsurat tugas dan

perangkat daerah kepada personil yang
ditunjuk untuk berkonsullasi

2. Mengisi form aduan/permohonan
konsultas

3. File bukti pendukung permasalahian
pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada)

2. Sistemn mekamsme dan Presedus

Masyarakat/ Aparatur
Pamerintah datang ke Kantor
Pol.PP

‘ | | l |

Masyarakit Mengis
buka tarmi

‘

‘ Petugas menerma din

memeriksa berkas

Petugas méngarahkan
Masyarakst kepada
Pejabat Yang ditunjul

Pejabat yanp ditunjule
konbrimasi Fnriﬂ'l::l
aduan dan hulti
pendultungnya

L

Advan Pelanggaran
diterima Masyaralkat

J MENUNEREY

P (S S —— 1




Keterangan:

a) Masyarakatperangkal daerah yang ingin
konsuliasi mengenai pelanggamn
Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP |
menemun  petugas  Bidang  Penegakan |
Perundang-undangan Dasrah

b) Masvarakat/perangkat daerah vang datang
untuk berkonsultasi mengisi buku tamu

¢) Petugas menenima dan memenksa berkas
persyaiatan

d) Petugas mengerahkan masyarakal vang ingin
berkonsultasi mengenai  permasalahan
pelangparan Perda/Perkada kepada pejabat
vang ditumjuk

g) Pejabat yang ditumjuk mengonfirmas
perihial pelanggaran  Perda/Perkada  vang
terjaci dan meminta bukti-bukti pendukung
untuk bisa dipelajan dan ditelaabh solusi
pemecahan masalahnya

f}y Setelah dilakukan konsultasi, |
masyarakatperangkat dasrah  menunggu |
perkembangan permasalabon dan

" _ penyelesaiannyva
NO ROMPONEN E URAIAN
1. | Jangka Waktu pelayanan 60 Menit
4. | Biaya/ Tarif  Gmtis
5. | Produk Pelayanan Aduﬂn-'ktmﬁullai[mlanma_n Perda/Perkada
6. | Penanganan pengaduan saran dan Melalui
masukan a. Telepun, (0366) 92124
b, TRC 112 Kabupaien Bangh
c. Kunjungan Langsung
B. HKomponen Munufacturing

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelohan pelayanan di internal
organis#asi (manifactorring) meliputi :

| Dasar Hukum 1. Undanp-undang Womor 8 Tahun 1981

Tentang KLHAP

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 208
Tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

| Tentang Pemerintahan Dazrah

4, Peraturan Pemerintzh Ne. 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

5. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik
Indoncsia Mo, 16 Tahun 2023 Tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja

6. Peflnuran Menteni Dalam MNegen MNo. Ib
Tahun 2020 Tenmtang Penvelenggaraan
Ketenteraman  Keterfiban  Umum  dan

| Pelindunizan Masyarakat

2. | Kompetisi pelaksanaan | qunhh pcn,gm.huan d| Bidang ngalr.an

e LTI ITET . | e



L

Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik
Pegawai Negeri Sipl)
Mampu mengoperasikan komputer

3, Pengawasau internal

Kegiatan audil oleh inspekioral

| 4, | Sarana, Prasarana dan atau fasilitas

Komputer
Printer
Telepone

Atk

Jaringan Iniemnet
Alman/rak arsip
Ruang Pelayvanan
Ruang Tunggu
Ruang Arsip

l[l Toilet

11. Area Parkar

po e R = LB o ol S b

5. | Jumlah pelaksana
6. | Jaminan Pelayanan

17 Orang { Termasuk Struktural)

Kode Etik
Maklumat Pelayanan

7. | Jaminen kepmanan dan
keselamatan pelayanan

Tersimpannya dokumen di database
Backup data secara berkala 1 bulan sekali
Pengolahan parkir vang baik

8 | Evaluasi kinerja pelaksana

E- kinerja
Dilakukan penilaan SKM minimal 1 tahun
sekali

P = el ok )

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Juni 2024
aSafyian Polisi Pamong Praja,

HEP 1‘9'?0'1 EEU 19 901]3 1003




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLIS]I PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024
TENTANGSTANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
FRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
PELANGGARAN PERDAPERKADA
SATUAN FOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah
Jenis Lavanan : Permohonan Pengembalian Barang Bukti Pelanggaran
Perda/Perkada

A, Komponen Service Delivery

NO KOMPONEN ' URAIAN

Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan iservice
defivery) meliputi

Surat Pengamanan barang
Karty inchitites din /KTP
Telah memenuhi batas wakiu

1. | Persyaratan

Lt b —

(2% ]

Sistit mekanisme dan prosedur

Pelangpar Perda) Ferbada datang
ke Kantar Pol PP

.

Petugas menerima dan
| memeriksa berkas

prersynratan

;

Petugas melalukan
pengecekan barang
bukti yang akan
diamhll

l

Pelanggar
Perda/fPerkada

mielzkukan
pengecekan barang

1

Barlin acara serah
terima barang bulti di
paraf patugas dan
pelanpgar
Perda/Perkada




a)

b}
c)

di

&)

Keterangan:

Pelanggar Perda/Perkada datang ke Kantor
Satpol PP menemui  admin  Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah
Admin menerima dan memenksa berkas
persyaratan

Admin melakukan pengecekan barang bukii
yang akan diambal
Pelanggar  PerdaPerkada  melakukan

pengecekan barang bukti dan konfirmasi
kebenaran kepemilikan

Paraf petugas yvang menverahkan barang
bukti dan paraf pelanggar PerdaPerkada
pada surat

KOMPONEN

UKALAN

Janzka Wakiu pelavanan

120 Menit

b e e |

Risya' Tanf

Ciratis

Produk Pelayanan

Pengembahan barang hasil pengamanan
Pelanpparan Perda

&

Penanganan pengaduan,saran dan
masukan

A.
b.

&,

Bdelaloi

Telepun, (0366 ) 92124
TRC 112 Kabupaten Banglh
Kunjungan Langsung

R.

Komponen Munufacturing

I

Dasar Hukum

Komponen SP yang terkaii dengan proses peng-elnhnnpelayﬂn-a di internal
organisasi (manufactonring) meliputi

2

Undang-Undang No, 25 Tahun 2009 Tentang |
Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik
Indonesia Mo. 3 Tahun 2019 Tentang
Penyidik Pegawai MNeger Sipil

e

Kompetisi pelaksangan

=2

Memiliki Penpetahuan di Bidang
Kesekretariatan PPNS

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

. Mampu mengoperasikan kompuler

Pengawasan internal

. Kegiatan audit olch inspekiorat

Sarana, Prasarang dan atau fasilias

3
1
4
1
2
3
4.
3
6
T
]
9
1

0.

. Kepiatan tinjauan manajemen

. Komputer

Printer

. ALk

Jaringan Imemnet

. Almari‘rak arsip
. Ruang Pelayanan
. Ruang Tunggu

Ruang Arsip
Tolet
Area Parkir

Jumlah pelaksana

|7

Crang




7 | Jaminan keamanan dan |, Tersimpannya dokumen di database
keselamatan pelayanan 2, Penpolahan parkr yang bak
| & | Evaluasi kinerja pelaksana |. E- kinerja
| 2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun
sekali

Ditetapkan di Bangli
]:ral:la tanﬂal 7 ]uni 2024

MIP 19?01 I:‘.i 199003 1 003



LAMPIRAN X!

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLIS| PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN KTA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pencgakan Perudang-undangan Dacrah
Jenis Layanan : Permohonan Penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil

A. Komponen Service Delivery

NO | KOMPONEN

URALAN

delivery) meliputi :

1. | Persyaratan

“Kom ponen 5P yvang terkail dengan proses penvampaian  pelayanan (service

. File KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS
{ format file PDF)

. File SK PPNS Kemenkumham { format file
PDF)

. File 5K penempatan/SK jabatan terakhir den
bekera di Bidang T'eknik Operasional
(format file PDF)

File SKP/DP3 dalam 2 tahun terakhir
{format file PDF)

. File Pas Foto berwama 4x6 berwarna,
background merah { format file image
Ipgfipeg'png) ) _

. File Berita Acara Sumpah Janji Pelantikan
PPMNS (format file PDF

el

Sistim mekanisme dan prosedur

PPHS dating ke Kantor PolPP

.

Admin menerima
berkas dan memeriksa
berkas

l

Syarat terpenuhi
permohon disjukan
mmelalul Aplilasi SI0LA

| Re1erangn.

I Anggota PPNS datang ke di Kantor Satpol
PP

2, Admin menerima dan memenksa berkas
Persyaratan




melalui aplikasi SIOLA Kementerian Dalam
MNegen
NO | KOMPONEN URAIAN
3, | Jangks Wakiu pelayanan 60 Menit
4, | Biaya/ Tanfl Giratiz
| 5. | Produk Pelayanan Pengusulan penerbitan KTA Penyidik Pegawai
Negen Sipil
6. | Penanganan pengaduan saran dan Melabui
| masukan a Telepon {0366) 92124
b. Kunjungan Langsung
B. Komponen Munufacturing

organisasi (manufactouring) meliputi :

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelohan pelayanan di internal

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
2. Peraturan Dacrah No 12 Tahun 2012 Tentang
Pelayanan Publik
3. Peraturan Menten Dalam Negen Republik
Indonesia No. 3 Tahun 2019 Tentang
Penyidik Pepawai Megeri Sipil
2. | Kompetisi pelaksana 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang
Kesckretariatan PPNS
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik
. . . 3. Mampu mengopersikan komputer d |
3. | Pengawasan internal 1. Kegiatan audit oleh nspektorat
_ 2. Kegiatan binjauan manajemen
4. | Sarana, Prasarana dan stan fasilitas . Komputer
2. Pranter
3. Atk
4 Janngan Internet
5 Blangko Surat pengamanan Barang
6 Alman/rak arsip
7. Ruang Pelavanan
8, Ruang Tunggu
9, Ruang Arsip
10. Toilet
|1. Area Parkis
__;i_. Tumlah polaksana 8  Orang
6. | Jaminan Pelayanan 1 Kode Enk
2 Maklumat Pelayanan
~ 7. | Jaminan keamanan dan 1, Tesimpamiva dokumen di database
keseglamatan pelavanan 2. Pengolahan parkir yang baik
| Evaluasi kinerja pelaksana | E-kinerja .
2. Evaluasi kinerja 360 derajat
3. Dilakukan penilaian SKM minimal | tahun

sekal

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Juni 2024
Kepa an Polisi Pamong Praja,




LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI FENEGARAN PERDA/PERKADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI

Nama Unit Pelavanan : Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah
Jenis Lavanan : Sosialisasi Penegakan Perda /Perkada

A, Komponen Service Delivery

NO | KOMPONEN | ~ URAIAN ==
Komponen SP vang terkait dengan proses penyam paian pelavanan (service
delivery) meliputi :

1, | Fersyaratan 1. Surat Penmohonan Sosialisasi ditujukan

kepada Kepala Satuan polisi pamong Praja
2. Permasalahan Perda Dinas tekms

o ]

Sigtim mekanisme dan prosedur

Sural permofonan
pembinaan kepada Kasatpol
PP

s

Kasatpol PP
memuiuskan akan
hadir sendin atau

mendisposisi

Admin membuat
sural lugas

Kasatpol/Kebid/Kasi
memngehadin kegiatan
dan memberikan
Sosialisast

keterangan:

a) Surat permohonan pembinaan kepada
kasapol PP dikirim paling lambat 3 [
sebelum han H

by Kasatpol PP memutuskan akan hadir sendin
atau mendisposisi kegatan kepada Kepala
Bidang

P T [ — T . R E R Il




d) Kasatpol/Kabid/Kasi menghadin kegiatan
dan membenkan sosialisasi pencgakan
Perda/Ferkada

¢) Pembuatan laporan hasil kegiatan

Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun
sckali

NO KOMPONEN URAIAN
3. | Jangka Wakiu pelayanan 4 Han Kerna
4. | Biaya/ Tanf Gratis
5. | Produk Pelayvanan Sosialisasi Penegakan Perda /Perkada
6. | Penanganan pengaduan, saran dan Melalus ;
masukan a. Telepun, (0366392124
b. TRC 112 Kabupaten Bangli
¢, Kunmjungan Langsung
B. Komponen Munufacturing
‘ Komponen SP yang terkait dBIIEII!I proses pengelohan pe!n:rnnl.n di internal
organisasi (manafocteuring) meliputi :
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
| 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
i Pemerintahan Dasrah
| 2. Kompetisi pelaksana l. Memiliki Pengetshuan di Bidang
Kesekretariatan FPNS
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi |
dengan baik
—— fa 3. Mampu mengeperasikan komputer
3. | Peng ana.-ian internal . Keglatan audit oleh inspekiorat
2. Kegiatan tinjauan manajemen
4. | Sarana, Prasarana dan atau fasilias |, Komputer
2. Printer
3. Atk
4. Jaringan [niemet
5  Blangko Surat pengamanan Barang
6. Almarvrak arsip
7. Ruang Pelayanan
8 Ruang Tunggu
9. Ruang Arsip
10. Toilet
L | 11 Area Parkir -
| 3 .Iumlah pelaksana 5 Orang
6 Jaminan Pelayanan 1. Kode Enk
2, Maklumat Pelayanan
7. | Jaminan keamanan dan |, Tersimpannya dokumen di database
keselamatan pelayanan 2. Pengolahan parkir yang baik
8. | Evaluasi kinerja pelaksana |. E- kinetja
¥

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 7 |u111 2024




LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLIS]I PAMONG PRAJA
NOMOR 542 TAHUN Z024
TENTANGSTANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANGLI

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGILI

Nama Unit Pelavanan : Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah
Jenis Lavanan + Pemhinaan Pelanggaran Perda Perkada

A. Komponen Serviee Delivery

| NO KOMPONEN | URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelavanan (service
delivery) meliputi :
1. Persyaratan | I, Surst Fermohonan Sosialisasi ditujukan

kepada Kepsla Satuan polisi pamong Praja

L

| Sistim mekanisme dan prosedur |

Sural permohonan pembingan
kepada Kasatpal PP

v

Kasatpol PP

memutuskan akan
hadir sendin atau
? mendisposisi

l

Admin membuat
surat tugas

i

Kasalpel/Kabid'Kasi
menghadin kegiatan
dan memberikan
Sosialisasi

Keterangan:

a) Surat permohonan pembinaan kepada
Kasatpol PP dikirim paling lambast 3 han
scbelum han H

b} Kasatpol PP memuiuskan akan hadir sendin
atan mendisposisi kegiatan kepada Kepala
Bidang

w & Amaam oy b ovrrat Bvnome essapvr e

2. Surat Tugas Melaksanakan Pembinaan =~ |




d) Kasstpol/Kabid'Kasi menghadin kegiatan
dan memberikan pembinaan pelanggaran
Perda'Perkada
e] Pembuatan laporan hasil kegiatan
NO KOMPONEN URAIAN
3. | Jangka Waktu pelayanan 4 Han Kerja
4. | Biaye Tant Grath :
5. | Produk Pelayanan Pembinaan Pelanggaran Perda (Perkada
6. | Penanganan pengaduan saran dan Melalwm
masukan a. Telpon, (D366) 92124
b. TRC |12 Kabupaten Bangli
¢. Kunjungan Langsung
B. Komponen Munufacturing

Komponea SP yang terkait dengan proses pengelohan pelayanan di internal

organisasi (manufactouring) meliputi :

1. | Dasar Hukum |. Undang-Undang No, 23 Tahun 2009 Tentang
Pelavanan Publik
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah
2, | Kompetisi pelaksana 1. Memilika kompetis: di Bidang Penegakan

Perundang-undangan Daergh

Mampu berkomunikasi dan berkoordinas)
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer

1d

Pengawasan internal

Sarana, Prasarana dan atan fasil itas

Koegiatan sudit oleh mspektorat
Kegialan injauan manajemen
Komputer
Printer
Atk
Janngan Internct
Blangko Surat pengamanan Barang
Almarirak arsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu
Ruang Arsip
. Toilat
. Area Parkir

—

Jumlah pelaksana

Clrange

>

faminan Pelayanan

| keselamatan pelayanan

Kade Erik
Maklumal Pelayanan

Jamandan keamanan dan

Tersimpannya dokumen di database
Pengolahan parkir yang baik

' Evaluasi kinerja pelaksana

E- kinerja
Dilakukan penilaian SKM minimal | tahun
sekali

e e P el =B R R R R e et

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 juni 2024
tuan Polisi Famong Praja,

tra Survadsrma S S0 MW
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